
SALINAN

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR71 TAHUN2021

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS POKOKDANFUNGSI
BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK,DANBADANPENANGGULANGAN

BENCANADAERAHDI LINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 44 Tahun 2019 ten tang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
serta menindaklanjuti terbitnya rekomendasi Gubernur
Jawa Barat Nomor 5475jOT.03jORG tanga123 September
2021 Tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur
Organisasi di Lingkungan KabupatenjKota Provinsi Jawa
Barat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat: 2



Mengingat
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun-'1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

7. Peraturan 3
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, DAN BADAN
PENANGGULANGANBENCANADAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHKABUPATENMAJALENGKA.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah

Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Urusan .4
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6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah di bidang kesatuan
bangsa dan politik.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang
dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk
melaksanakan penanggulangan bencana.

BABII
BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan
umum di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan di Daerah,
dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal3

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
2. KelompokJabatan Fungsional.

c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi KelompokJabatan Fungsional.

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan,
membawahi KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga 5
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Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal4

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di bidang
kesatuan bangsa dan politik dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1),Badan Kesatuan Bangsa dan Politikmenyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan
politik;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BAB III
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bencana,
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh
Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal6

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Unsur Pengarah;
c. Unsur Pelaksana.

(2) Pengaturan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(3)Unsur 6
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(3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaran tugas dan fungsi
Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

(3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana.
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. KelompokJabatan Fungsional.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi KelompokJabatan
Fungsional.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok :
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan yang mencakup pencegahan bencana, penanganan
darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati

setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
(2)Dalam 7
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(2) Dalam me1aksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menye1enggarakan fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien;

b. pengoordinasian pe1aksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terpadu dan menye1uruh;

c. pe1aksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BABIV
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal8

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasal9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2019 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pejabat pada Jabatan Struktural yang beralih menjadi Jabatan Fungsional
sesuai dengan ketentuan penyederhanaan struktur organisasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan pelantikan

Pasall0

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan 8
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Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH~~EN:KA'
DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 71 TAHUN 2021
TANGGAL 30 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK, DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA

LENGKA,

gan aslinya,

OBAHI

UKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN AJALENGKA,

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

I
I I

SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
UMUMDAN FUNGSIONAL
KEUANGAN I I t I

I I I I

I I
BIDANG

NG POLITIK DALAM NEGERI DAN BUPATI MAJA
BANGSA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I ttd

KARNA S
OMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL f-- FUNGSIONAL 1-

Salinan sesuai den
I I t I I I I
I I I I I I I KEPALA BAGIAN H

KEL

BIDA
KESATUAN

DEDE S NA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003



LAMPlRAN II: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 71 TAHUN 2021
TANGGAL 30 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK, DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH or LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

TI MAJALENGKA,

ttd

uai dengan aslinya,

KARNA SOBAHI

KEPALA PELAKSANA

SEKRETARIAT

I
I I I

SUB BAGIAN KELOMPOKJABATAN
UMUMDAN SUB BAGIAN FUNGSIONAL

KEPEGAWAIAN KEUANGAN I I I I
I I I I

I I BUPA
BIDANG BIDANG BIDANG

PENCEGAHAN DAN KEDARURATAN REHABILITASI DAN
KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK REKONSTRUKSI

I I
KELOMPOKJABATAN KELOMPOKJABATAN KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL Salinan ses
l- I-

I I I I I I I I I I I I
I I I I I ! I I I I I I KEPALA BA

DEDE SU ENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003
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